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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi informasi dan 

komunikasi efektif dalam mendukung tata kelola pariwisata berkelanjutan 

berbasis prinsip open government di Kabupaten Bojonegoro. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata, penelitian ini menggali penerapan prinsip transparansi, partisipasi, 

dan kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun upaya penerapan open 

government telah dilakukan, masih terdapat tantangan seperti koordinasi 

antarlembaga yang belum optimal, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan 

pemanfaatan media digital yang belum maksimal. Melalui model kolaborasi 

Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan 

media, penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan kolaborasi lintas-

sektor untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang transparan, inklusif, dan 

berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. Untuk luaran wajib yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah publikasi berupa jurnal ilmiah nasional terakredtasi 

SINTA 2 pada Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) URL: 

https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transparansi informasi dan komunikasi yang efektif merupakan komponen 

penting dari sektor publik, khususnya dalam pengembangan pariwisata. Di 

Kabupaten Bojonegoro, komunikasi yang optimal di dalam Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata sangat penting untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan, 

karena komunikasi tersebut mendorong saling pengertian dan memperkuat 

hubungan antar pemangku kepentingan. (Romadona & Setiawan, 2020). 

Kompleksitas transparansi informasi membutuhkan pendekatan komunikasi yang 

dinamis untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku 

kepentingan. Transparansi informasi publik, yang difasilitasi melalui perangkat 

seperti situs web, sangat penting untuk memenuhi hak publik atas informasi, 

sehingga meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan.(Kurniawam, 2021). Lebih jauh lagi, transparansi berfungsi sebagai 

dasar bagi tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjamin pengelolaan 

sumber daya publik yang bertanggung jawab (Syeh dkk., 2022). Tuntutan akan 

transparansi, yang ditegaskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semakin menegaskan 

pentingnya pengelolaan informasi yang transparan dan partisipatif.(Sasmita dan 

Rahaju, 2023)Oleh karena itu, kolaborasi efektif yang didorong oleh transparansi 

memperkuat pengelolaan dan tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan. 

Transparansi informasi sektor publik memainkan peran penting dalam 

meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas organisasi publik terhadap tantangan 

eksternal, seperti dinamika pasar dan perubahan kebijakan (Anderson dkk., 2017). 

Dalam konteks tata kelola pariwisata, komunikasi yang efektif antar unit 

organisasi sangat penting karena memungkinkan respons yang cepat dan tepat 

terhadap perubahan kondisi dan tantangan. Pembangunan pariwisata 

berkelanjutan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa kolaborasi antar pemangku 

kepentingan, yang memperluas dampak kebijakan dan praktik pengembangan 
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destinasi.(Musa dkk., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat 

antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat 

lokal, berkontribusi pada tata kelola pariwisata berkelanjutan dan memungkinkan 

sektor ini untuk mengatasi tantangan.(Derizal dkk., 2024; Perkins & Khoo-

Lattimore, 2020; Septian dkk., 2024). Selain itu, menumbuhkan pemahaman 

bersama di berbagai bagian organisasi dapat mengurangi potensi kesalahpahaman 

dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan(Kongres, 2021). Melalui 

kolaborasi dan komunikasi yang intensif, sektor pariwisata dapat meningkatkan 

transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong 

keberhasilan dan keberlanjutan tata kelola pariwisata daerah. Oleh karena itu, 

transparansi informasi dan kolaborasi yang efektif sangat penting untuk 

mengoptimalkan kerja sama antarlembaga, yang pada akhirnya akan 

menghasilkan dampak positif bagi pembangunan pariwisata. 

Pariwisata sedang mengalami tren positif di kalangan wisatawan yang mencari 

pengalaman liburan seru dan unik melalui desa wisata. Pengelolaan desa wisata di 

Indonesia merupakan bagian dari program pembangunan pariwisata berkelanjutan 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020–2024, yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pariwisata 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional(Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, 2021). Kabupaten Bojonegoro, sebagai daerah yang 

berkomitmen pada pengembangan pariwisata, termasuk dalam Kawasan Strategis 

Pariwisata Daerah (KSPD). Dari 74 Daya Tarik Wisata (DTWK) yang 

dimilikinya, 32 di antaranya termasuk dalam kategori daya tarik wisata yang 

sedang berkembang. Pada tahun 2022, jumlah desa wisata di Kabupaten 

Bojonegoro tercatat sebanyak 32 desa yang terdaftar dalam aplikasi Desa Wisata 

Nusantara, menjadikannya kabupaten dengan jumlah desa wisata terbanyak di 

Jawa Timur.(Afifah, 2022). 

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2020 hingga 

2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah 

wisatawan relatif rendah, hanya 315.173 wisatawan. Angka ini meningkat 

signifikan pada tahun 2021, mencapai 2.377.878 wisatawan, mencerminkan 
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pemulihan aktivitas pariwisata. Pada tahun 2022, jumlah tersebut melonjak drastis 

menjadi 12.572.000 wisatawan, yang mungkin mengindikasikan pengaruh suatu 

peristiwa besar atau kebangkitan pariwisata yang kuat. Namun, setelah 

puncaknya, jumlah tersebut menurun tajam pada tahun 2023 menjadi sekitar 

1.171.180, dengan proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan penurunan lebih 

lanjut menjadi 296.053 wisatawan. Tren penurunan ini menunjukkan tantangan 

dalam mempertahankan momentum pariwisata, yang mungkin disebabkan oleh 

faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau perubahan perilaku perjalanan. 

Secara keseluruhan, meskipun sektor pariwisata di Bojonegoro mengalami 

volatilitas yang signifikan, pola ini menyoroti kerentanannya terhadap guncangan 

eksternal dan menggarisbawahi perlunya fokus strategis pada pembangunan 

berkelanjutan.(Dinas Kebudayaan dan Pariwiasata Kabupaten Bojonegoro, 2024). 

Secara teoritis, open government menyediakan kerangka kerja untuk 

mengatasi masalah-masalah ini melalui tiga pilar utama: transparansi, partisipasi, 

dan kolaborasi.(Gasco, 2015; Obama, 2009; Wirtz dkk., 2015)Berbagai penelitian 

menekankan bahwa meskipun konsep ini menjanjikan, implementasinya 

menghadapi tantangan yang signifikan dalam konteks birokrasi lokal (Dawes & 

Helbig, 2010; Nam, 2012). Perbedaan persepsi antara publik dan pemerintah 

mengenai Pemerintahan Terbuka, serta kesenjangan dalam strategi penyebaran 

informasi, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. 

Penelitian empiris tentang penerapan open government dalam tata kelola 

pariwisata di tingkat lokal masih terbatas, terutama di Indonesia. Tantangan 

demokrasi dan efektivitas kolaborasi multi-pemangku kepentingan merupakan 

aspek krusial yang seringkali terabaikan.(Clarke & Francoli, 2014; Harrison dkk., 

2011)Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji peran transparansi 

informasi dan komunikasi efektif dalam mendukung tata kelola kolaboratif 

berbasis Open Government dalam tata kelola pariwisata budaya lokal di 

Bojonegoro. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi 

kesenjangan empiris dengan memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat 

keberlanjutan pariwisata daerah.(Erdayani et al., 2023). 
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Studi ini mengeksplorasi lebih lanjut tantangan penerapan transparansi 

informasi di sektor publik dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata 

berkelanjutan. Meskipun wacana tentang Pemerintahan Terbuka terus 

berkembang, investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana 

integrasi transparansi, kolaborasi, dan partisipasi berkontribusi dalam membangun 

ekosistem pariwisata berkelanjutan. Di Kabupaten Bojonegoro, penerapan 

prinsip-prinsip Pemerintahan Terbuka diharapkan dapat mendorong lingkungan 

transparan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat akuntabilitas, 

dan memajukan pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola kolaboratif 

(Brahmana dan Sitepu, 2020). Dengan kekayaan alam dan budayanya, 

Bojonegoro memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan, di mana 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan penting dalam menyeimbangkan 

pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya. 

Komunikasi yang efektif di dalam organisasi, khususnya di Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, berperan penting dalam mendukung 

pengembangan sektor pariwisata. Penyebaran informasi yang jelas dan berkala 

antar staf internal menjadi fondasi koordinasi yang baik, sementara komunikasi 

eksternal dengan masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah daerah sangat 

penting untuk membangun dukungan yang substansial. Keterlibatan aktif 

masyarakat dalam pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan kesadaran 

akan destinasi wisata, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap 

warisan budaya di daerah mereka.(Anwar dkk., 2023; Kualaria dkk., 

2022)Sumber daya lokal, seperti tradisi dan aset budaya, harus dipromosikan 

melalui kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

penggunaan teknologi digital untuk mendekatkan informasi kepada 

masyarakat.(Al-Fahmi dkk., 2023; Ramadhani & Mijiarto, 2024)Peran media 

digital dalam memperluas jangkauan komunikasi tidak dapat diabaikan. Dengan 

memanfaatkan platform media sosial, situs web resmi, dan aplikasi pariwisata, 

informasi mengenai potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro dapat diakses 

oleh beragam khalayak, sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam 
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kegiatan pariwisata.(Abdillah & Andrea, 2024; Ramadhani & Mijiarto, 

2024)Teknologi informasi ini memberikan peluang untuk mempercepat distribusi 

informasi dan memfasilitasi interaksi antara pelaku usaha, pengunjung, dan 

masyarakat lokal. Selain itu, metode pengembangan partisipatif, seperti yang 

diterapkan dalam kegiatan wisata desa, dapat menciptakan dampak positif yang 

berkelanjutan bagi wilayah dan masyarakatnya.(Binahayati Rusyidi, 2018)Oleh 

karena itu, pengelolaan yang inklusif dan partisipatif akan menjadi kunci 

penguatan sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. 

Untuk mencapai tujuan yang lebih strategis, komunikasi internal di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro perlu diintegrasikan dengan 

komunikasi antarsektor seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. 

Kolaborasi antar instansi pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku 

kepentingan swasta sangat penting untuk memajukan tata kelola pariwisata 

berkelanjutan. Keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata berkaitan erat 

dengan konsep kolaborasi Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, 

pelaku bisnis, komunitas, dan media (Chamidah dkk., 2020; Mardiatmi dkk., 

2023). Bekerja sama untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang inklusif dan 

berkelanjutan. Dalam wawasan tentang dinamika interaksi antar aktor Pentahelix 

dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan, menyoroti peran para aktor kunci ini 

dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan 

(Hardianto dkk., 2019; Subair dkk., 2025). Pentingnya kolaborasi dan kemitraan 

dalam mendukung inisiatif pengembangan pariwisata, dengan contoh-contoh 

keberhasilan inisiatif multipihak yang menghasilkan praktik-praktik keberlanjutan 

inovatif di pulau-pulau dan desa-desa wisata.(Graci, 2013; Noviana dkk., 

2025)Selain itu, tinjauan pustaka tentang kolaborasi dan kemitraan dalam 

pembangunan pariwisata berkelanjutan menetapkan agenda penelitian tentang 

peran kolaborasi dalam pariwisata berkelanjutan, menyediakan kumpulan 

pengetahuan yang solid selama bertahun-tahun.(Guia, 2018). 

Kerangka kerja Pentahelix berfungsi sebagai model komprehensif untuk 

membentuk strategi manajemen pariwisata yang efektif, berkelanjutan, dan 

inklusif. Model ini menekankan integrasi berbagai kepentingan untuk mendorong 
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praktik pariwisata yang bertanggung jawab dan dapat menghasilkan manfaat 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lebih lanjut, kolaborasi mendorong identitas 

budaya lokal dengan melibatkan anggota masyarakat secara aktif dalam 

pengembangan produk dan layanan budaya, yang tidak hanya mencerminkan 

karakteristik daerah tetapi juga meningkatkan daya tarik pasar mereka, baik secara 

lokal maupun internasional. Pada akhirnya, hal ini menciptakan peluang ekonomi 

baru di bidang pariwisata yang dapat mendiversifikasi ekonomi lokal dan 

meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan.(Yuniarti dkk., 2024). 

Praktik open government juga memainkan peran penting dalam mempercepat 

pengelolaan pariwisata dengan meningkatkan transparansi dan mendorong 

partisipasi pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan inisiatif data terbuka, 

pemerintah dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi dan 

membangun kepercayaan di antara masyarakat lokal.(Khomsani, 

2022)Transparansi ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik di antara 

berbagai pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan tata kelola pariwisata. 

Dinamika tata kelola yang kooperatif ini dapat memberdayakan masyarakat lokal, 

memastikan kepentingan dan masukan mereka dipertimbangkan dalam kebijakan 

terkait pariwisata (Prasetyanti & Nugroho, 2019). Selain itu, membangun 

komunikasi dan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan lokal 

dapat meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah tujuan wisata.(Gao & Yu, 

2020)Dengan mempromosikan suasana kolaboratif yang didasarkan pada prinsip-

prinsip open government, daerah dapat menyusun strategi pariwisata 

berkelanjutan yang selaras dengan aspirasi dan identitas lokal sekaligus 

mendorong peluang ekonomi(Keyim, 2018). Kontribusi studi ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi 

dalam manajemen pariwisata, sekaligus memberikan dampak positif yang 

memperkaya pengalaman wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat. 
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Gambar 1. Overlay Visualization 

Sumber: Vosviewer, 2025 

 

Analisis "open government ", "kolaborasi", dan "tata kelola pariwisata 

berkelanjutan" dalam konteks jaringan visualisasi overlay menunjukkan 

kurangnya interkoneksi antar simpul dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari 

pentingnya topik-topik ini, pemetaan menunjukkan ketiadaan kontinuitas yang 

nyata dalam penelitian yang secara langsung berkaitan dengan persinggungan 

tema-tema ini. Meskipun tata kelola telah menjadi fokus studi, terdapat 

kekurangan upaya kolaboratif atau sinergi yang mencolok antara bidang-bidang 

penelitian ini dalam literatur terbaru. Hal ini menyoroti kesenjangan penelitian 

yang signifikan, yang menunjukkan peluang untuk eksplorasi yang lebih 

mendalam tentang hubungan antara " open government " dan "tata kelola 

pariwisata berkelanjutan", terutama dalam hal kolaborasi antar pemangku 

kepentingan utama. 

Lebih lanjut, analisis temporal menunjukkan bahwa "open government" 

mendapatkan perhatian akademis yang signifikan pada tahun 2020, dengan 

peningkatan publikasi yang signifikan selama periode tersebut. Lonjakan ini 

menggarisbawahi munculnya hal baru dalam penelitian seputar integrasi prinsip-

prinsip open government ke dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. 

Sebagaimana diamati oleh (Donthu dkk., 2021) dan (Verma dkk., 2021)Tren ini 
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mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memasukkan konsep 

"open government" ke dalam kebijakan pengembangan pariwisata. Mengingat 

wawasan ini, studi-studi mendatang perlu mengkaji lebih lanjut keterkaitan antara 

ketiga dimensi ini dan implikasinya yang lebih luas terhadap pengelolaan 

destinasi wisata berkelanjutan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro menuntut adanya tata 

kelola yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah, 

masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Namun, penerapan prinsip open 

government dalam tata kelola pariwisata daerah masih menghadapi berbagai 

tantangan, terutama terkait keterbukaan informasi publik, koordinasi antarinstansi, 

dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Permasalahan 

utama yang muncul adalah sejauh mana prinsip-prinsip open government telah 

diimplementasikan dalam pengelolaan destinasi wisata di Bojonegoro serta 

bagaimana efektivitas komunikasi dan transparansi informasi berperan dalam 

mendukung tata kelola tersebut. 

Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan 

pariwisata berkelanjutan masih memerlukan penguatan. Model kolaborasi yang 

melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media 

(Pentahelix) seringkali belum berjalan secara optimal akibat perbedaan 

kepentingan, kurangnya koordinasi, serta minimnya integrasi antar sektor. 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pola kolaborasi antar 

aktor tersebut terbentuk, bagaimana dinamika hubungan yang terjadi di antara 

mereka, dan sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap 

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan 

mendasar: (1) bagaimana penerapan prinsip open government dalam tata kelola 

pariwisata di Kabupaten Bojonegoro; (2) bagaimana bentuk kolaborasi antar 

pemangku kepentingan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan; (3) apa saja 

tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang terbuka 
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dan partisipatif; serta (4) strategi apa yang dapat dikembangkan untuk 

memperkuat kolaborasi berbasis open government guna meningkatkan efektivitas 

dan keberlanjutan tata kelola pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip open government dalam tata kelola 

pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. 

2. Untuk mengidentifikasi bentuk dan pola kolaborasi antar pemangku 

kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. 

3. Untuk mengetahui berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi 

open government pada sektor pariwisata daerah. 

4. Untuk merumuskan strategi kolaboratif yang efektif dalam mendukung tata 

kelola pariwisata berkelanjutan berbasis prinsip open government di 

Kabupaten Bojonegoro 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, dalam merumuskan kebijakan pengelolaan 

pariwisata yang lebih transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Rekomendasi 

strategis yang dihasilkan dapat membantu pemerintah dalam memperkuat 

koordinasi antar instansi, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, serta 

memperluas sinergi dengan pihak swasta dan akademisi melalui model 

kolaborasi Pentahelix. 

2. Bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi dan keterbukaan 

dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

dapat menjadi dasar pengembangan program dan kegiatan yang mendorong 
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peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara 

berkelanjutan. 

3. Bagi lembaga pendidikan seperti Universitas Bojonegoro, penelitian ini dapat 

menjadi referensi pembelajaran dan inspirasi bagi penelitian lanjutan dalam 

bidang administrasi publik dan pembangunan daerah. 

 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian tata kelola 

pemerintahan dan pariwisata berkelanjutan berbasis open government. Penelitian 

ini memperkaya khazanah teori mengenai integrasi prinsip transparansi, 

partisipasi, dan kolaborasi dalam konteks pembangunan daerah. Dengan 

mengaitkan konsep open government dan model kolaborasi Pentahelix, hasil 

penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam menjelaskan bagaimana 

sinergi antaraktor publik dan nonpublik membentuk tata kelola pariwisata yang 

lebih adaptif dan inklusif. 

Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan empiris bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan sektor publik berbasis 

kolaborasi dan keterbukaan informasi. Melalui temuan lapangan dan analisis data 

yang dihasilkan, diharapkan penelitian ini mampu mengisi kesenjangan literatur 

tentang penerapan prinsip open government dalam tata kelola pariwisata di tingkat 

daerah, khususnya pada konteks pemerintahan lokal seperti Kabupaten 

Bojonegoro.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Konsep Open Government 

Open Government atau pemerintahan terbuka merupakan paradigma tata 

kelola yang menekankan tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan 

kolaborasi (Gasco, 2015). Melalui prinsip ini, pemerintah berupaya membuka 

akses informasi kepada masyarakat, melibatkan warga dalam proses pengambilan 

keputusan, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat sipil. Konsep ini diperkuat oleh inisiatif global Open Government 

Partnership (OGP) yang menekankan pentingnya inovasi dalam keterbukaan data 

publik, akuntabilitas, dan pelayanan publik berbasis kolaborasi (Wirtz et al., 

2015). Di Indonesia, implementasi prinsip open government diatur melalui 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

yang memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari lembaga 

pemerintahan. 

Menurut (Alamsyah et al., 2020), penerapan prinsip pemerintahan terbuka 

dapat mempercepat pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy) dan 

meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, open government 

bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga strategi memperkuat 

kolaborasi lintas-sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif 

dan partisipatif. 

 

2.1.2 Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan 

Tata kelola pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism governance) 

merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, 

sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Prinsip 

utamanya mencakup pelestarian sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat 

lokal, dan pemerataan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata. 
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Menurut (Fathani et al., 2023), tata kelola pariwisata yang berkelanjutan 

harus bersifat inklusif dan partisipatif dengan memperhatikan kolaborasi antar 

aktor pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media. Governance 

model yang baik akan memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya 

meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjaga kelestarian ekologi dan 

warisan budaya. 

 

2.1.3 Kolaborasi dan Model Pentahelix 

Model Pentahelix menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan, termasuk 

dalam sektor pariwisata, harus melibatkan lima unsur utama (Chamidah dkk., 

2020; Mardiatmi dkk., 2023), yakni: 

1. Pemerintah (government) 

2. Akademisi (academia) 

3. Pelaku bisnis (business) 

4. Komunitas (community) 

5. Media (media) 

Pendekatan Pentahelix memperkuat efektivitas kebijakan dan mendorong 

sinergi antaraktor dalam merancang program pariwisata yang inovatif dan 

inklusif. Dalam konteks tata kelola pariwisata daerah, model ini memfasilitasi 

terciptanya kolaborasi yang saling menguntungkan antar pemangku kepentingan. 

Menurut (Wahyudin et al., 2024), penerapan kolaborasi Pentahelix dapat 

memperkuat koordinasi lintas-sektor, meningkatkan transparansi, dan 

mempercepat transformasi digital di sektor pariwisata. Kolaborasi ini menjadi 

dasar penting untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terbuka, inovatif, dan 

berkelanjutan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No. Nama, Tahun, dan 

Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Variabel atau 

Instrumen 

Hasil Penelitian 

1. Mulyani, S. (2021). 

Collaborative 

Kualitatif 

(Studi 

Kolaborasi 

antaraktor 

Kolaborasi 

antarpemangku 
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Governance on 

Ecotourism: Towards 

Sustainable Tourism 

Development in 

Magelang Regency, 

Central Java.  

Kasus) (pemerintah, 

masyarakat, 

swasta), tata 

kelola pariwisata, 

partisipasi 

masyarakat 

kepentingan berperan 

penting dalam 

meningkatkan 

efektivitas tata kelola 

ekowisata dan 

mendukung 

keberlanjutan 

pariwisata daerah. 

2. Zaenuri, M. (2021). 

Collaboration 

Governance in the 

Development of 

Natural Attractions.  

Kualitatif 

(Deskriptif) 

Kolaborasi 

pemerintahan 

daerah, 

komunitas lokal, 

dan sektor swasta 

Menunjukkan bahwa 

kolaborasi antaraktor 

dalam pengelolaan 

daya tarik wisata alam 

meningkatkan efisiensi 

kebijakan dan 

memperkuat daya 

saing destinasi lokal. 

3. Hajar, S., Wahyudi, 

H., Arma, N.A., & 

Kholik, K. (2024). 

Tourism Policy Based 

on Good Tourism 

Governance in 

Realizing Sustainable 

Tourism in the Lake 

Toba Tourism Area, 

North Sumatera.  

Kualitatif 

(Analisis 

Kebijakan) 

Prinsip good 

governance: 

transparansi, 

partisipasi, 

akuntabilitas 

Prinsip good tourism 

governance dapat 

memperkuat 

keberlanjutan destinasi 

pariwisata dengan 

melibatkan berbagai 

aktor dan 

meningkatkan 

kepercayaan 

masyarakat terhadap 

kebijakan publik. 

4. Wahyudin, C., 

Firliandoko, R., 

Amalia, N., & Zulfa, 

A.A. (2024). 

Collaborative-Based 

Tourism Governance 

Model in Sustainable 

Tourism 

Development.  

Kualitatif 

(Model 

Konseptual

) 

Model tata kelola 

kolaboratif, peran 

Pentahelix, 

penguatan 

kapasitas 

lembaga 

Menghasilkan model 

tata kelola pariwisata 

berbasis kolaborasi 

yang menekankan 

sinergi antar unsur 

Pentahelix untuk 

mencapai 

pembangunan 

pariwisata 

berkelanjutan. 
Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025) 
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2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan (2025) 

 

  

Strategi Kolaborasi Open Government Dalam Tata Kelola Pariwisata 

Berkelanjutan di Kabupaten Bojoegoro 

 

Open Government: (Gasco, 2015; Obama, 2009; Wirtz dkk., 2015) 

 

1. Transparansi 

2. Partisipasi 

3. Kolaborasi 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Prinsip open government dalam tata kelola pariwisata di 

Kabupaten Bojonegoro. 

2. Bentuk dan pola kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam 

pengembangan pariwisata berkelanjutan. 

3. Tantangan dan hambatan dalam implementasi open government 

pada sektor pariwisata daerah. 

4. Strategi kolaboratif yang efektif dalam mendukung tata kelola 

pariwisata berkelanjutan berbasis prinsip open government di 

Kabupaten Bojonegoro 

Model Pentahelix: 

1. Pemerintah (government) 

2. Akademisi (academia) 

3. Pelaku bisnis (business) 

4. Komunitas (community) 

5. Media (media) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang 

mendalam (in-depth understanding) terhadap fenomena sosial yang kompleks, 

khususnya praktik komunikasi dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Menurut (Creswell, 2016), 

pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, 

serta pengalaman partisipan secara komprehensif dalam konteks alami mereka. 

Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara detail bagaimana 

komunikasi internal dan eksternal dalam lembaga tersebut berperan dalam 

mendukung prinsip open government yang meliputi kolaborasi, transparansi, dan 

partisipasi. Melalui desain ini, peneliti dapat menelaah dinamika sosial dan 

praktik komunikasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

pengembangan pariwisata. 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (human 

instrument) yang secara langsung berinteraksi dengan partisipan dan lingkungan 

penelitian. Peran ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara 

reflektif, menyesuaikan arah penelitian dengan kondisi lapangan, serta 

memastikan bahwa hasil analisis benar-benar mencerminkan realitas sosial yang 

diteliti (Bradshaw et al., 2017; Kim et al., 2017). 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara 

semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara Semi-Terstruktur 

Wawancara dilakukan menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk 

memperoleh informasi mendalam mengenai praktik komunikasi, koordinasi, 
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dan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata. Teknik purposive sampling 

digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling relevan dan 

berkompeten terhadap isu yang diteliti. Informan meliputi pejabat Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, pelaku usaha pariwisata 

lokal, serta anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan pariwisata. 

Kriteria pemilihan informan didasarkan pada peran, tanggung jawab, dan 

pengalaman praktis mereka dalam tata kelola pariwisata. Proses wawancara 

berlanjut hingga mencapai titik jenuh data (data saturation), yaitu ketika tidak 

ada tema baru yang muncul dari hasil wawancara berikutnya. 

2. Observasi  

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung interaksi dan 

proses komunikasi dalam kegiatan koordinasi publik, rapat pariwisata, serta 

aktivitas promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

Peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan, melainkan berperan sebagai 

pengamat untuk mencatat dinamika komunikasi dan kolaborasi yang terjadi 

secara alami. 

3. Dokumentasi  

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen 

pendukung seperti laporan kegiatan, kebijakan pariwisata daerah, serta konten 

media sosial resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. 

Penggunaan media digital relevan karena lembaga ini aktif memanfaatkan 

platform daring untuk komunikasi, pengambilan keputusan, serta koordinasi 

lintas-stakeholder. Data digital tersebut memberikan konteks autentik mengenai 

pola komunikasi terbuka dan partisipatif di lingkungan dinas. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic 

analysis) yang bersifat interaktif dan berulang. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan dan 

mengaitkannya dengan fokus penelitian. 
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Mengacu pada model analisis interaktif dari (Miles et al., 2014) proses 

analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikodekan, dan dikategorikan 

berdasarkan tema-tema yang relevan dengan prinsip open government—

yakni transparansi, kolaborasi, dan partisipasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah direduksi kemudian disusun ke dalam bentuk 

narasi tematik, tabel, dan matriks untuk memudahkan pemahaman 

hubungan antar konsep. Penyajian ini membantu peneliti dalam melihat 

pola komunikasi dan bentuk kolaborasi yang terjadi antar pemangku 

kepentingan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Tahap terakhir melibatkan interpretasi makna dari tema-tema yang 

muncul untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menafsirkan 

hasil temuan dengan membandingkannya pada teori dan hasil penelitian 

terdahulu guna memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik 

komunikasi terbuka dan perannya dalam tata kelola pariwisata 

berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. 

Proses analisis ini bersifat iteratif, artinya dilakukan secara terus-menerus 

sepanjang penelitian berlangsung. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak 

hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga menghasilkan insight teoretis 

dan praktis tentang bagaimana komunikasi transparan dan penggunaan media 

digital dapat memperkuat kolaborasi multi-stakeholder dalam sektor pariwisata 

daerah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Kolaborasi: Penguatan Kerja Sama Antara Lembaga dan Pemangku 

Kepentingan 

Kolaborasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan pemangku 

kepentingan eksternal, seperti sektor swasta dan komunitas lokal, menjadi faktor 

kunci dalam keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah membangun 

jaringan kerja yang solid dengan berbagai pihak melalui pemanfaatan teknologi 

komunikasi digital, salah satunya WhatsApp, sebagai saluran komunikasi internal. 

Penggunaan platform digital ini mempercepat alur informasi, memungkinkan 

koordinasi yang lebih efisien, dan meningkatkan sinergi antar berbagai 

departemen dalam merancang serta mengimplementasikan program-program 

pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan WhatsApp tidak hanya mempercepat komunikasi antar 

anggota internal, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kolaborasi dalam 

pengambilan keputusan, terutama dalam menyelesaikan masalah yang muncul 

selama implementasi kebijakan. Namun, meskipun teknologi memberikan 

manfaat signifikan dalam hal efisiensi komunikasi, tantangan terkait keamanan 

data perlu menjadi perhatian serius. Perlindungan terhadap informasi sensitif, baik 

terkait data pribadi pegawai maupun informasi strategis, harus dijaga dengan 

kebijakan yang lebih ketat guna menjaga keberlanjutan komunikasi yang aman 

dan efektif. 

Kendati demikian, efektivitas komunikasi internal di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bojonegoro masih perlu ditingkatkan. Praktik komunikasi 

antaranggota dalam organisasi tidak selalu berjalan optimal, terutama dalam hal 

pemahaman dan distribusi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun WhatsApp digunakan sebagai alat komunikasi, beberapa pegawai masih 

mengaku bahwa mereka kesulitan untuk memahami instruksi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pimpinan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan dalam 

alur informasi yang disampaikan, yang mengarah pada ketidaksesuaian antara 
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rencana dan implementasi di lapangan. Selain itu, keterlibatan pegawai dalam 

memberikan ide dan pendapat sangat minim karena persepsi bahwa kontribusi 

mereka tidak akan diterima atau dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

ada upaya untuk membangun komunikasi yang terbuka, belum ada mekanisme 

yang cukup untuk memfasilitasi partisipasi aktif seluruh anggota dalam 

pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan 

implementasi program pariwisata. 

Lebih lanjut, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat lokal menjadi 

sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. 

Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan inklusif, yang melibatkan berbagai 

pihak dalam proses penciptaan dan promosi produk pariwisata dan budaya. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin antara Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dengan sektor swasta telah menghasilkan berbagai 

produk pariwisata yang lebih beragam dan inovatif, seperti festival budaya dan 

paket wisata yang mengangkat kearifan lokal. Melalui kemitraan dengan sektor 

swasta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dapat 

memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang lebih luas dalam merancang 

program yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat 

lokal dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya 

memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya lokal, 

menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap warisan budaya yang ada. 

Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

pengembangan pariwisata dapat memperkuat identitas budaya daerah dan 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. 

Namun, meskipun terdapat kolaborasi yang kuat antara berbagai sektor, 

tantangan yang terkait dengan koordinasi lintas sektoral dan keberagaman 

kepentingan masih perlu diatasi. Keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan 

pariwisata dan ekonomi kreatif sangat bergantung pada pengelolaan hubungan 

antarinstansi dan pemangku kepentingan yang efektif. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun ada kolaborasi yang baik, koordinasi antara 

instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal terkadang terhambat 
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oleh perbedaan tujuan dan prioritas masing-masing pihak. Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar 

pihak terkait, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam 

pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini akan 

memastikan bahwa tujuan pembangunan pariwisata dan pelestarian budaya dapat 

tercapai secara optimal dan berkelanjutan, serta menghasilkan dampak positif bagi 

masyarakat lokal. 

 

4.2 Transparansi: Keterbukaan Informasi dan Pengambilan Keputusan 

Penerapan prinsip transparansi dalam Open Government di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro terbukti efektif dalam 

meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Penggunaan media sosial dan platform komunikasi lainnya telah 

memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi terkait kebijakan dan program 

pariwisata secara lebih langsung dan jelas. Temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka, masyarakat dan 

pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkait perkembangan 

kebijakan pariwisata dengan lebih mudah. Hal ini meningkatkan transparansi 

dalam pengambilan keputusan serta memberikan masyarakat hak untuk 

mengetahui dan terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan 

yang berhubungan dengan sektor pariwisata dan budaya. Lebih lanjut, 

penggunaan media digital juga mempercepat distribusi informasi dan memastikan 

bahwa data yang disampaikan selalu up-to-date dan dapat diakses kapan saja oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan. 

Rapat rutin dan forum terbuka yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga memainkan peran penting dalam 

menciptakan iklim transparansi yang lebih inklusif. Forum ini tidak hanya 

berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga menyediakan ruang bagi 

masyarakat untuk memberikan masukan dan mengajukan pertanyaan, yang 

memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini menyatakan 

bahwa transparansi dalam kebijakan publik dapat meningkatkan partisipasi 
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masyarakat dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan warga. 

Secara keseluruhan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 

tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator 

dialog yang membangun, menciptakan komunikasi dua arah yang memperkuat 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sektor 

pariwisata dan pelestarian budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Keterbukaan Informasi dan Pengambilan Keputusan 

Sumber: Penulis, 2025 

 

Penerapan prinsip transparansi dalam komunikasi organisasi di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan dampak 

positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan terkait sektor pariwisata. Penggunaan berbagai 

platform komunikasi, seperti media sosial dan portal informasi, memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses informasi secara langsung dan jelas mengenai 

kebijakan, program, dan perencanaan yang dilakukan oleh dinas. Hal ini 

memperkuat transparansi dalam pengelolaan sektor pariwisata dan memberikan 

masyarakat hak untuk mengetahui perkembangan terkini dari kebijakan yang 

berhubungan dengan sektor tersebut. Selain itu, penggunaan media sosial juga 

berfungsi sebagai sarana interaktif untuk menjalin komunikasi dua arah antara 
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pemerintah dan masyarakat, sehingga menciptakan saluran dialog yang lebih 

terbuka. 

Forum terbuka dan rapat rutin yang diselenggarakan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata juga menjadi bagian integral dari penerapan 

transparansi dalam pengambilan keputusan. Forum ini tidak hanya digunakan 

untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau program, tetapi juga 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, mengajukan 

pertanyaan, dan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan. Dengan cara ini, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya menciptakan iklim komunikasi yang 

inklusif dan kolaboratif, yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam 

menentukan arah pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Temuan 

ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa transparansi 

dalam kebijakan publik dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat serta 

memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. 

Selain itu, transparansi dalam komunikasi juga mencakup keterbukaan 

informasi mengenai keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya memberikan 

informasi tentang kebijakan baru, tetapi juga secara terbuka mengungkapkan hasil 

evaluasi dan umpan balik yang diperoleh dari masyarakat dan wisatawan. Melalui 

pendekatan ini, dinas dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan serta 

merancang strategi lebih baik di masa depan. Keterbukaan semacam ini 

meningkatkan kepercayaan publik dan membangun hubungan yang lebih kuat 

antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan bagi pihak terkait 

untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan pariwisata yang lebih 

berkelanjutan. 

Komunikasi vertikal dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Bojonegoro menunjukkan pola yang terstruktur, dengan komunikasi turun 

dilakukan oleh kepala seksi bersama kepala bidang dan kepala sub-bidang, 

sedangkan komunikasi naik dilakukan oleh staf untuk melaporkan hasil lapangan 

atau menyampaikan keluhan terkait pekerjaan atau masalah pribadi. Penggunaan 

media komunikasi, terutama WhatsApp, mempermudah alur informasi dan 
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memungkinkan diskusi lebih cepat, meskipun penerapannya masih terbatas pada 

waktu-waktu tertentu seperti rapat atau saat ada masalah yang mendesak. Salah 

satu bentuk komunikasi yang signifikan adalah rapat umum yang melibatkan 

seluruh anggota organisasi, di mana masing-masing bidang mempresentasikan 

perkembangan dan kesiapan mereka terkait pengembangan pariwisata. Meskipun 

demikian, pelaksanaan komunikasi vertikal ini belum sepenuhnya optimal, 

mengingat kurangnya konsistensi dalam frekuensi komunikasi yang dilakukan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bojonegoro telah berhasil menciptakan budaya komunikasi yang 

terbuka dan kekeluargaan, yang mendukung terciptanya suasana kerja yang 

harmonis dan saling mendukung di antara anggota organisasi. Struktur organisasi 

yang jelas, bersama dengan penggunaan teknologi seperti WhatsApp, 

meningkatkan efisiensi komunikasi internal dan memungkinkan respons yang 

lebih cepat terhadap kebutuhan mendesak. Selain itu, rapat bulanan dan mingguan 

memperkuat koordinasi di antara berbagai bidang, memastikan bahwa program 

pariwisata dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan perencanaan jangka panjang dengan 

respons terhadap situasi yang berkembang, mendukung keberhasilan 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. 

Mengingat keberhasilan lembaga dalam membangun budaya komunikasi yang 

efektif, hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata. 

 

Table 2. Efforts to improve communication effectiveness 

No. Efforts to improve 

communication 

effectiveness 

Description 

1. Mendorong Penggunaan 

Media Sosial 

Mengarahkan departemen untuk lebih aktif 

memanfaatkan media sosial sebagai alat 

komunikasi merupakan langkah yang positif. 

Pemanfaatan platform seperti WhatsApp, 

Facebook, dan Instagram dapat mempercepat 
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penyampaian informasi, memperbaiki interaksi 

dengan masyarakat, dan meningkatkan 

keterlibatan pemangku kepentingan. Langkah 

ini mendukung tren global yang menunjukkan 

pentingnya media sosial dalam menyebarkan 

informasi dan berkomunikasi dengan audiens 

yang lebih luas.. 

2. Organizational 

Communication 

Training 

Memberikan pelatihan komunikasi organisasi 

kepada anggota merupakan investasi yang 

signifikan. Pelatihan ini dapat mencakup 

keterampilan komunikasi interpersonal, 

manajemen konflik, serta pemanfaatan alat 

komunikasi modern dengan efektif. Dengan 

meningkatkan keterampilan komunikasi di 

semua level, departemen dapat memastikan 

bahwa pesan dan informasi disampaikan secara 

jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh 

semua pihak terkait. 

3. Conditional meeting 

frequency increase 

Menambah frekuensi rapat menjadi lebih 

sering, seperti rapat mingguan, adalah langkah 

yang tepat untuk meningkatkan respons 

terhadap perubahan yang mendesak. Dengan 

rapat yang lebih sering, departemen akan lebih 

cepat merespons masalah yang muncul dan 

memastikan koordinasi yang lebih baik di 

antara berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan 

prinsip manajemen yang menekankan 

pentingnya adaptasi dan responsif terhadap 

dinamika yang terjadi di lingkungan kerja.. 

Source: proccesed by authors, 2025 
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 Keberhasilan lembaga dalam membangun budaya komunikasi yang efektif 

berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata. 

Komunikasi yang baik tidak hanya memastikan keselarasan dengan visi jangka 

panjang, tetapi juga memfasilitasi koordinasi antara tim pemasaran, pemangku 

kepentingan komunitas, dan mitra bisnis untuk promosi pariwisata. Selain itu, 

pelestarian budaya dan pendidikan publik memerlukan komunikasi yang jelas 

untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas, menjaga nilai-nilai budaya, 

dan meningkatkan pemahaman dari wisatawan. Penggunaan teknologi, seperti 

WhatsApp, juga telah meningkatkan efisiensi komunikasi, meskipun tantangan 

terkait keamanan data dan kebutuhan untuk pelatihan teknologi lebih lanjut tetap 

perlu diperhatikan. 

Untuk mencapai keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian 

budaya, keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan dan masyarakat sangat 

penting. Komunikasi yang terbuka dengan pemerintah lokal, komunitas, dan 

sektor bisnis melalui forum publik dan lokakarya dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat serta mendukung kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Selain 

itu, sektor ekonomi kreatif memerlukan komunikasi yang mendorong inovasi dan 

kolaborasi antara pelaku industri. Komunikasi yang efektif dapat memotivasi 

perubahan positif, menciptakan peluang baru, dan mendukung pertumbuhan 

ekonomi kreatif yang berkelanjutan. 

 

1. Mengembangkan Program Pelatihan Lanjutan: Selain pelatihan 

komunikasi organisasi, pertimbangkan untuk mengembangkan program 

pelatihan lanjutan yang mencakup aspek seperti kepemimpinan, 

manajemen proyek, dan pemecahan masalah. 

2. Mengukur dan Mengevaluasi Efektivitas Komunikasi: Penting untuk 

memiliki sistem pengukuran dan evaluasi yang secara teratur memantau 

efektivitas komunikasi organisasi. Umpan balik dari anggota, pemangku 

kepentingan, dan masyarakat dapat digunakan untuk menilai apakah 

komunikasi organisasi berjalan dengan baik atau apakah perlu ada 

perubahan dan perbaikan. 
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah berhasil 

membangun budaya komunikasi yang terbuka dan terorganisir, yang berkontribusi 

signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya. Dengan 

memanfaatkan teknologi, struktur rapat yang terorganisir, dan keterlibatan pihak 

eksternal, lembaga ini terus berupaya meningkatkan efektivitas komunikasi 

organisasi. Saran untuk meningkatkan komunikasi lebih lanjut mencakup 

pemanfaatan media sosial, pelatihan komunikasi, dan peningkatan frekuensi rapat. 

Melalui pendekatan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro 

dapat memperkuat sektor pariwisata dan melestarikan budaya lokal, 

menjadikannya contoh bagi daerah lain dalam mencapai pembangunan pariwisata 

berkelanjutan dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya. 

 

4.3 Partisipasi: Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan 

Salah satu aspek penting dari Open Government adalah Partisipasi aktif 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah berhasil 

mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai 

dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada 

pelibatan masyarakat dalam forum publik atau rapat terbuka, tetapi juga dalam 

mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif yang 

berbasis pada budaya lokal. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan produk budaya dan 

pariwisata menjadi salah satu contoh nyata dari partisipasi aktif dalam 

pembangunan pariwisata. Dengan melibatkan pelaku industri lokal dan komunitas 

dalam merancang produk wisata dan budaya, pemerintah daerah tidak hanya 

menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan bahwa produk yang 

dihasilkan mencerminkan nilai-nilai lokal dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Hal ini juga menciptakan rasa memiliki terhadap program-program pemerintah 

dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang diambil. 
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Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih sangat 

minim. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum memiliki kapasitas finansial 

yang memadai dan keahlian yang cukup untuk mengembangkan pariwisata, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari 

masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadi tuan rumah yang baik, memberikan 

layanan sesuai dengan kemampuan mereka, membantu menjaga keamanan, 

ketertiban, keindahan, dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan 

kesan yang baik bagi wisatawan untuk mendukung program Sapta Pesona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan 

Sumber: Penulis, 2025 

 

Gambar ini menggambarkan hubungan antara partisipasi masyarakat, 

pariwisata berkelanjutan, dan Sapta Pesona dalam konteks pengembangan daya 

tarik wisata. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting yang mendukung 

tercapainya pariwisata berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan 

implementasi Sapta Pesona. Sapta Pesona, yang meliputi unsur-unsur seperti 

kebersihan, keindahan, keramahan, dan kenyamanan, berperan dalam menarik 

wisatawan. Keterlibatan komunitas dalam proses ini meningkatkan kualitas daya 

tarik wisata, menciptakan hubungan timbal balik yang memperkuat keduanya—

dengan meningkatnya keterlibatan komunitas yang akan memperkuat daya tarik 

wisata, dan sebaliknya, daya tarik wisata yang meningkat akan memperkuat 
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partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian pariwisata 

berkelanjutan. 

Pengembangan daya tarik wisata melibatkan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pengelola untuk mengelola dan mengendalikan potensi pariwisata 

yang ada, dengan tujuan utama untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. 

Proses ini mencakup perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas 

wisata yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan 

destinasi. Selain itu, pengembangan daya tarik wisata juga berfokus pada 

peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya pelestarian budaya dan alam, 

serta peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. 

Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dapat menciptakan pengalaman 

wisata yang berkualitas dan mendukung keberlanjutan jangka panjang destinasi 

wisata. 

Sebagai contoh, kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif melibatkan 

pelaku industri lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, 

tetapi juga sebagai pihak yang memberi masukan dan inovasi dalam menciptakan 

produk-produk baru. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memperkuat 

efektivitas kebijakan dan mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang diambil 

dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

yang menyangkut pelestarian budaya dapat meningkatkan keberlanjutan dari 

program tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Celah penelitian ini terisi dengan mengidentifikasi pentingnya kolaborasi 

antara pemerintah daerah, pelaku industri lokal, dan masyarakat dalam 

membangun pariwisata berbasis budaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya 

peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata yang tidak 

hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan 

budaya. Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang bagaimana prinsip Open Government dapat memperkuat partisipasi 

masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas kebijakan 

pembangunan pariwisata. 

Namun, meskipun penelitian ini berhasil menggambarkan kontribusi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, masih ada beberapa aspek 

yang belum sepenuhnya terjawab, seperti bagaimana kapasitas masyarakat dalam 

mengelola pariwisata dan faktor penghambat yang masih ada dalam implementasi 

prinsip Open Government. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat lebih mendalami aspek-aspek tersebut, seperti pengembangan kapasitas 

masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata dan analisis lebih lanjut tentang 

tantangan yang dihadapi dalam penerapan Open Government dalam sektor 

pariwisata. Saran kebijakan yang dapat diberikan adalah memperkuat pelatihan 

dan kapasitas masyarakat dalam bidang pariwisata serta memperluas akses bagi 

masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis 

terkait dengan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. 

Penerapan prinsip Open Government dalam pembangunan pariwisata 

berbasis masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, yang mengindikasikan bahwa 

keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, dari perencanaan 

hingga evaluasi, telah berkontribusi pada keberlanjutan sektor pariwisata. 

Partisipasi masyarakat dalam merancang produk wisata berbasis budaya lokal, 

serta pengintegrasian sektor ekonomi kreatif, menjadi indikator keberhasilan 
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dalam memperkuat produk pariwisata yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan 

membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan 

prinsip Open Government terbukti efektif dalam memperkuat partisipasi 

masyarakat yang pada akhirnya mendorong terciptanya destinasi wisata yang 

berkelanjutan. 

Celah penelitian ini terisi dengan mengidentifikasi pentingnya kolaborasi 

antara pemerintah daerah, pelaku industri lokal, dan masyarakat dalam 

membangun pariwisata berbasis budaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya 

peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata yang tidak 

hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan 

budaya. Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang bagaimana prinsip Open Government dapat memperkuat partisipasi 

masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas kebijakan 

pembangunan pariwisata. Namun, meskipun penelitian ini berhasil 

menggambarkan kontribusi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

pariwisata, masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya terjawab, seperti 

bagaimana kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata dan faktor 

penghambat yang masih ada dalam implementasi prinsip Open Government. 

 

5.2 Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami aspek-aspek 

tersebut, seperti pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi 

wisata dan analisis lebih lanjut tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan 

Open Government dalam sektor pariwisata. Fokus ini dapat mencakup pengkajian 

lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat lokal dapat diberdayakan dengan 

pelatihan dan dukungan sumber daya yang lebih baik untuk mengelola destinasi 

wisata secara mandiri. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi model-partisipasi 

yang paling efektif dalam konteks yang berbeda, mengingat tiap daerah memiliki 

karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Selain itu, penelitian 

berikutnya dapat menyoroti dampak kebijakan Open Government terhadap 

pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dengan fokus pada bagaimana kolaborasi 
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antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan inovasi 

dalam pengelolaan destinasi wisata. Hal ini juga bisa melibatkan kajian tentang 

bagaimana partisipasi masyarakat dalam keputusan kebijakan dapat berkontribusi 

pada pelestarian budaya dan alam, serta pencapaian target-target pembangunan 

berkelanjutan. 
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